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Skripsi yang berjudul “Implementasi Sanksi Hukum Dalam  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus 
Nomor108/Pid.B/2006/PN.Kds.” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanakah implemantasi sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 108/Pid.B/2006/PN.Kds 
dan apakah sanksi hukum yang dijatuhkan sudah mencerminkan bentuk 
perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban ditinjau dari aspek 
ketentuan hukum perlindungan anak. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder 
dari bahan hukum primer dan data sekunder dari bahan hukum sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selajutnya 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yan dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yeng bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi sanksi hukum dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus 
Nomor 108/Pid.B/2006/PN.Kds berupa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 
tahun 6 bulan dikarenakan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 287 KUHP. Dimana 
sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan 
apabila diterapkan untuk anak-anak adalah separuh dari 9 tahun atau 4 tahun 6 bulan. 
Oleh karena itu keputusan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu 
tahun enam bulan telah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 25, dapat berupa sanksi pidana ataupun 
tindakan. Namun hakim memilih menjatuhkan  pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan 
telah mencerminkan bentuk perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun 
korban ditinjau dari aspek ketentuan hukum perlindungan anak dapat dilihat pada 
keputusan hakim untuk menggunakan dakwaan kedua ( Pasal 287 KUHP ) sebagai 
dasar penjatuhan sanksi. Sebab jika sanksi yang dipilih berupa tindakan, maka sanksi 
itu terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan terdakwa. Hakim tidak 
menggunakan dakwaan kesatu (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 Undamg-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak), karena dalam fakta 
persidangan terbukti tidak ada unsur “kekerasan” dalam kasus ini. 
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